
:2. 

l. 

b. 

bahwa dalnrn rangka mcnunjang pelaksan.ic n 
Pemerintahan Dae rah dan tercipta ny a ·crtil> 
adrrunistra st Pengelolaan Keuangan Dae rah dipanc.mg 
perlu mclakukan penataan kernbali keten u a n 
Perjalanan Dma s sesuai dengan kondist dan 
kebutuhan serta memenuhi kaidah kaida h 
pengelolaan keuangan Oaerah sesuai Kepu tu san 
Menteri Keuangan Nomor 7 /IO,IK.02/2003 ten tang 
Perjalanan Dinas Oalam Negeri bagi Pejabat. Pejaba 
Eselon, Pejabat yang disetarakan dengan Pejaba 
Eselnn dan Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tid;:ik 
Tetap serta Peraturan Menten Keuangan omor 
45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Dalam 
Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegaw a: 
Tidak Tetap sebagairnana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
7 /PMK.05/2008; 
bahwa agar perjalanan dinas dalam daerah, dalam 
negeri dan luar negeri dapat dilaksanakan secara lebih 
tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan 
bertanggung jawab, bagi Pejabat, Pejabat Eselon. 
Pejabat yang disetarakan dengan Pejabat Eselon dan 
Pegawai Negeri Sipil serta Pegawai Tidak Tetap 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muna Baral, perlu 
ditetapkan dengan Peraturan Bupati Muna Barat .. 
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang 
Pembentukan Kabupaten Muna Barat di Provinsi 
Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Repubhk 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 171 Tambahan 
Lemba.ran Negara Republik Indonesia Nomor 556 1) 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 terua 1 
.-a ... , Negara yang Bersih dan Bebas d.ir: 

dan Nepotiame (Lembaran \<-g.'u , 
Tahun 1999 Nomor 75, Tamb,n ·1 

.,.lliNblik Indonesia Nomor J 5 I ) . 

n. 

BUPATI MUNA BARAT, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Mengingat 

vle nimbang 

PERJALANAN DINAS DALAM DAER.AH, DALAM NEGERl, DAN LUAR 
NEGERI BAGI PEJABAT, PEJABAT ESELON, PEJABAT YANG 

DISETARAKAN DEJIIGAN PEJABAT ESELOK DAN PEGAWAI NEOERl SIPIL 
SERTA PEGAWAI TIDAK TETAP KABUPATEN MUNA BARAT 

TENT ANG 

PERA TURAN BUPATI MUNA BARA T 
NOMOR 51 TAHUN 2017 

BUPATI MUNA BARAT 
PROVINSISULAWESITENOGARA 

  



10 Pcr.u ur: n Pernerintah Nomor 24 Tahun 
rent rng Kedudukan Protokoler dan Keuancan 
Punpm 111 dr n nggota Perwakilan Rakyat D \t rah 
(Lcmb: rrm egara Republik Indonesia Tahun ... ) 1 

omor Llt), T irnbahan Lernbaran Negara Repub': · 
l ndoucs iu Nomor 4416) sebagaiman telah drub ih 
lwl)l'r.ip.1 knh dengan Peratur n Pemerintah omor 21 
Tn h u n .rno7 [Lernbaran Negara Repubhk Indonesia 
T.1ht111 00 l Nornor 47, T mbah n Lernbaran Negara 
R, pubhk Nomor q-121 d n Peraturan 
Pc 111~11111 ih N,111,or. 7 T hun O tentang Perubahan 
kcdun 11, Per nu n Pemerint h Nomor 24 Tahun 
•. c O i tent mg K""dudukan Protokoler dan Kcuangan 
P11np1n 111 d n An~ota Dewan Perwakilan Rakyat 
D < h : 

I I. Peraruran Pernerintah Nomor 24 Tahun 
tentang Standar Akuntansi Daerah (Lembaala 

8. 

h 

LI I 1:1~- 'ncl 1nh , 'omor 17 Tahun 2003 tentang 
K -u mg.in • ·eg·ur1 (Lembar egara Republik lndone ia 
T.1hu11 ~004 ornor 4 7, Tarn bah an Lembaran Negara 
R,·1 ubhk lndt,nes1,1 Nomor 4286), 

L-vl 111~ ·nclang Nomor I Tahun 2004 teruang 
P< • I e ndn haraa n Negara (Lembaran Negara Republik 
l n d -ncsia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lernbar an 
0t c,H.~ l~Ppublik Indonesia Nomor 4355); 

Urid a ng L ndang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pernerrksaan. Pengelolaan dan Tanggung J[..wab 
Ke uunuan Nega ra (Lembaran Negara Reoubhk 
I ndonc sia T a h u n 2004 Nornor 66, Tarnb.rhan 
Lcrnbnr.m Negara Republik Indonesia Nornor 4400); 

Undang-Undang 'omor 33 Tahun 2004 tentang 
Pe r.rnbanaan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Perner intahan Daerah (Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nornor 126, Tambahan 
Lem baran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

Unda ng-Undang omor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran egara Republik Indonesia Tahun 20 I l 

'omor 82, Tarnbahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pcmerintahan Daerah (Lembaran Negara Repub!tk 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587"1. 
Scbagairnana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dcngan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Pcrubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 
Tuhun 2014 teruang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
''fre,,ll-.1 Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5 . 
Lur.bah.in Lembaran Negara Republik lndones a 
;'\l1lllL, So79): 

_, L'nd: ng - Undang Nomor 5 Tahun 2014 teruang 
Apn rat ur Siprl Negara; 

  



Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahar: 
Lembaran Negara Republik Indonesia 1 Iomor 4502): 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengel~laan Keuangan Daerah (Lernbaran j .egara 
Republtk Indonesia Tahun 2005 Nomor PO. 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4593); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 
Tahun 2011 ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah; 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 
tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Pernerintah 
Daerah; 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Penyusunan Prociuk Hukum Daerah; 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017; 

19. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 
33/PMK.02/2016 Tentang Standar Biaya Masukan 
Tahun Anggaran 2017; 

20. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Muna Barat; 

21. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Muna Barat Tahuun Anggaran 2017; 

22. Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 49 Tahun 2017 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Muna Barat tahun 2017. 

  



4. Pejabat adalah Bupati Muna Barat, Wakil Bupati Muna Barat, Ketua 
DPRD Kabupaten Muna Barat dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten 
Muna Barat. 

o . Pejabat Eselon II a adalah Sekertaris Daerah Kabupaten Muna Barat. 
6. Pejabat Eselon II b adalah Kepala Dinas, Kepala Sadan, Asisten 

Sekertaris Daerah dan Staf Ahli Lingkup Pemerintah Kabupaten 
Muna Barat. 

7. Pejabat yang disetarakan dengan Eselon II b adalah Anggota DPRD 
Kabupaten Muna Barat. 

8. Pejabat Eselon III adalah Kepala Kantor, Kepala Bagian, Seker+ar is 
Di n as , Sekertaris Sadan, Kepala Wilayah Kecamatan, Kepala Bidang 
dan Sekertaris Camat lingkup Pemerintah Kabupaten Muna Bara". 

9. Pejabat Eselon IV adalah Kepala Lurah, Kepala Sub Bagian, Kepala 
Seksi, Kepala Sub Bidang dan Kepala Unit Pengelola Teknis 
Dinas/Badan lingkup Pemerintah Kabupaten Muna Barat. 

l O. Pegawai Negeri Sipil adalah Pcgawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten 
Muna Barat. 

11. Pegawai Tidak Tetap adalah Pegawai yang diangkat untuk jangka 
waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan 
pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi 
sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi. 

12. Pejabat yang berwewenang adalah Pejabat yang ditetapkan dan diberi 
wewenang untuk memberi persetujuan/perintah perjalanan dinas. 

13. Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas dalam daerah dan dalam 
negeri serta luar negeri Pejabat, Pejabat Eselon, Pejabat yang 
disetarakan dengan Pejabat Eselon dan Pegawai Negeri Sipil serta 
Pegawai Tidak Tetap Kabupaten Muna Barat. 

14. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah perjalanan keluar tempat 
kedudukan dan kembali ketempat semula, dilakukan dalam rangka 
kepentingan dinas baik perseorangan maupun secara benama yang 
dilaksanakan dalam wilayah Kabupaten Muna Barat. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Da larn Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Muna Barat. 

2. Bupati adalah Bupati Muna Barat. 
3. Dewan Pcrwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan 

DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muna 
Ba rat. 

Menetapkan PERATURAN BUPATI MUNA BARAT TENTANG 
PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH, DALAM NEGERI 
DAN LUAR NEGERI BAGI PEJABAT PEJABAT ESELON 
PEJABAT YANG DISETARAKAN 'DENGAN PEJABAT 
ESELON DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SERTA PEGAWAI 
TIDAK TETAP KABUPATEN MUNA BARAT. 

MEMUTUSKAN 

  



30. 

29. 

28. 

Surat Ferintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD 
adalah Surat Perintah kepada Pejabat, Pejabat Eselon, Pejabat yang 
disetarakan dengan Pejabat Eselon dan Pegawai Negeri Sipil serta 
Pegawai Tidak Tetap untuk melaksanakan perjalanan dinas. 
Tcmpat Kedudukan adalah tempat/kota kantor Satuan Kerja 
Pcrarigkat Daerah berada. 
Te mpat tujuan adalah suatu tempat yaitu: Desa, Kelurahan, 
Kccamatan Dalam daerah dan Luar Daerah serta negara yang 
rncnjadi tujuan perjalanan dinas. 
Mnsyarakat adalah Warga masyarakat Mun.a Barat yang m.engikuti 
Perjalanan Dinas Luar Daerah untuk kcpcntmgan pem ._ 
kemasyarakatan. 

27. 

15. Pe rjalanan Dinas Dalax:11 Negeri adalah perjalanan keluar tern pat 
kedudukan dan kernbali ketempat semula, dilakukan dalam rangka 
kepentingan dinas baik perseorangan maupun secara bersama yang 
dilaksanakan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

16. Perjalanan Dinas Lua.r Negeri adalah perjalanan keluar tempat 
k~dudukan keluar wilayah RI ?an kembali ketempat semula, 
dilakukan dalam rangka keper:tmgan dinas baik perseorangan 
maupun secara bersama yang dilaksanakan diluar wilayah Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. 

17. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD 
adalah Organisasi Sekertariat, Dinas atau lembaga-lembaga teknis 
yang diatur dalam Peraturan Bupati Muna Barat. 

18. Biaya Transport, merupakan biaya pergi pulang dari asal ke tempat 
tujuan yang dibayarkan menggunakan metode atcost (sesuai 
pengeluaran, untuk tiket pesawat) 

19. Dalam ha! biaya transport tidak dapat diperoleh bukti yang sah, 
maka pejabat yang berwewenang dapat memberikan tarnbahan biaya 
transport yang dimuat dalam rincian perhitungan rampung 

20. Uang Representase dibayarkan secara lumpsum dan merupakan 
batas tertinggi yang hanya diperuntukan kepada Bupati dan 
Pimpinan DPRD dan Pejabat Eselon II. 

21. Uang Harian adalah biaya perjalanan dinas yang meliputi uang 
transport lokal, uang makan, dan uang saku. 

22. Sewa Kendaraan merupakan biaya sewa kendaraan, BBM, dan jasa 
sopir ditempat tujuan yang hanya diperuntukan kepada Bupati, 
Pimpinan DPRD dan Sekretaris Daerah dibayarkan dengan 
rncnggunakan metode atcost (sesuai Pengeluaran). 

23. Biaya Penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya rill. Dalam hal 
pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau 
tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan 
biaya penginapan sebesar 30% (Tiga Puluh Persen) dari tarif hotel 
d it ernpat tujuan sesuai dengan tingkat perjalanan dinas dan 
dibayarkan secara lumpsum. 

24. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih 
dahulu dan dibayarkan sekaligus 

25. Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Keluar Daerah dengan 
menggunakan Kendaran Dinas roda 2 (Dua) dan roda 4 (Empat) tidak 
di berikan biaya transport . 

. 26. Perhitungan rampung adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan 
kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku. 

  



Pasal6 
11) Pejabat, Pejabat Eselon, Pejabat yang disetarakan dengan Pejabat 

Eselon dan Pegawai Negeri Sipil serta Pegawai Tidak Tetap yang akan 
melaksanakan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud daJ.un Paul 3 
ayat (1) dan (2) harus terlebih dahulu mendapat tug•.._ 
dengan ketentuan Sbb : 

Pasal 4 
Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan : 
a. Memperhatikan ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan 

pencapaian kinerja SKPD; dan 
b. Berdasarkan Surat Tugas dan SPPD. 

Pasal 5 
Perjalanan Dinas dalam daerah, dalam dan luar negeri sebagaimana 
climaksud dalam pasal 3 ayat ( 1) dan (2) dapat dilakukan apabila : 
a. Pejabat, Pejabat Eselon, Pejabat yang disetarakan dengan Pejabat 

Eselori dan Pegawai Negeri Sipil serta Pegawai Tidak Tetap yang 
menclapat perintah dari atasan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok 
clan fungsi 

1>. Pejabat, Pejabat Eselon, Pejabat yang disetarakan dengan Pejabat 
Eselon dan Pegawai Negeri Sipil serta Pegawai Tidak Tetap yang 
bersangkutan ada panggilan atau undangan dari Instansi Pemerintah, 
Lembaga Negara/Daerah lain yang ada kaitannya dengan pelaksanaan 
tugas pokok. 

c. Perjalanan Dinas masyarakat karena dibutuhkan pemerintah daerah 
dan negara untuk kepentingan pembangunan dan kemasyarakatan. 

• Luar Negeri 
• Luar Provinsi 

Pasal 3 
.Je n is Perjalanan Dinas meliputi : 
11). Perjalanan Dinas Dalam Daerah 
(2). Perjalanan Dinas Luar Dae rah : 

• Dalam Provinsi 

BAB II 
JENIS DAN TUJUAN PERJALAN DINAS SERTA PEJABAT YANG 

BERWEWENANG MEMBER! PERINTAH 

Pasal2 

Pelaksanaan perjalan_an din8:s dilakukan dengan sangat selektif yaitu 
hanya . untuk kepentmgan dirias dan prioritas yang berkaitan dengan 
xepenungan penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten Muna Barat 

Biaya perjalanan dinas Khusus Pegawai Non PNS yakni p liti 
T hli di k ene 1 1, enaga A 1 isetara an dengan golongan IVa dan 
PHTP/Kontrak/Magang/Masyarakat disetarakan dengan golongan l 
dan II 

32. 

31. Pejabat dan I atau PNS/ Non PNS dilarang menerima perjalanan 
dinas rangkap (dua kalt atau lebih) untuk perjalanan dinas yang 
dilakukan dalam waktu yang sama. 

  



a. Perjalanan dinas dalam daerah dari tempat kedudukan ke tempat 
yang dituju masih dalam satu wilayah Kecamatan, diberikan hanya 
biaya transportasi pergi pulang sebagaimana tercantum pada 
lampiran XI huruf a Peraturan Bupati ini. 

b. Perjalanan dinas dalam daerah dari tempat kedudukan ke ~-!& 
yang dituju diluar Kecamatan tempat kedudukan, di • 

(2) Biaya perjalanan dinas dalam daerah bagi Pejabat, Pejabat Eselon, 
Pejabat yang disetarakan dengan Pejabat Eselon dan Pegawai Negeri 
Sipil serta Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
ayat (1) diberikan secara lumpsum dengan pengaturan sebagai berikut 

Pasal 8 
(1) Komponen biaya perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 3 ayat ( 1) terdiri dari : 
a. Uang harian; dari 
b. Biaya transportasi 

Pasal 7 
Biaya perjalanan dinas daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 
( 1) dan (2) digolongkan dalam 5 {lima) tingkat yaitu : 
a. Tingkat A untuk Bupati, Wakil Bupati dan Ketua DPRD 
b. Tingkat B untuk Wakil Ketua DPRD, Pejabat Eselon II dan yang 

disetarakan dengan Pejabat Eselon II 
c. Tingkat C untuk Pejabat Eselon III dan Pegawai Negeri Sipil Golongan 

IV 
d. Tingkat D untuk Pejabat Eselon IV dan Pegawai negeri Sipil Golongan 

III serta masyarakat 
e. Tingkat E untuk Pegawai Negeri Sipil Golongan II dan I serta Pegawai 

Tidak Tetap. 

BAB III 
BIAYA PERJALANAN DINAS 

a. Bupati bagi Bupati dan Wakil Bupati 

b. Ketua DPRD bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD 

c. Sekertaris Daerah Bagi Sekertaris Daerah dan Pejabat Eselon II 

d. Kepala SKPD bagi Pejabat Eselon III, Eselon IV dan Pegawai Negeri 
Sipil Golongan III, II dan I yang bertugas pada SKPD berkenaan. 

e. Kepala UPTD dan Kepala Sekolah mengetahui Kepala Dinas bagi 
Pejabat Eselon IV dan Pegawai Negeri Sipil yang bertugas pada 
UPTD dan Sekolah yang berkenaan. 

f. Kepala Puskesmas mengetahui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten 
Muna Barat bagi Kepala Puskesmas dan Pegawai Negeri Sipil yang 
bertugas pada Puskesmas dan Poskesdes yang berkenaan. 

g. Masyarakat, mengetahui Bupati Muna Barat bagi masyarakat yang 
berkenaan. 

  



a. Perjalanan dinas dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan 
keberangkatan dan kepulangan; 

b. Biaya - Biaya yang dimaksud pada ayat 3 diatas meliputi : 

1. Biaya dari tempat kedudukan ke terminal/ pelabuhan/ stasiun 
bandara keberangkatan 

2. Biaya dari tern pat tujuan ketempat kedudukan terdiri dari uang 
makan , uang transport lokal dan uang saku. 

c. Retribusi yang dipungut di terminal 
bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan 

(4) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 
merupakan biaya yang diperlukan untuk biaya menginap: 
a. di hotel; atau 

b. di tempat menginap lainnya. 

(5) Dalam pelaksanaan SPD tidak menggunakan biaya penginapan 
sebagairnana dimaksud pada ayat (4) berlaku ketentuan sebagai 
berikut : 
a. Pclaksana SPD diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh 

persen) dari standar tarif hotel yang bersangkutan dikota tempat 
tujuan sebagaimana diatur dalam Peraturan ini yang terdapat pada 
lampiran XI huruf d 

b. Biaya penginapan sebagaimana dirnaksud pada huruf a dibayarkan 
secara lumpsum. 

(6) Uang representase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat 
diberikan kepada Pejabat dan Pejabat Eselon II; 

(7) Sewa kendaraan dalam k?ta sebagaima~a dimaksu~ pada. ayat (~) 
huruf e hanya dapat diberikan kepada pejabat (Bupati, Wak,il,Jlli!IJJI. 

(2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas : 
a. Uang makan 

b. Uang transpor lokal; dan 
c. Uang saku 

(3) Biaya transport sebagaimana. dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri 
atas : 

transportasi pergi pulang d . 
pada lampiran XI huruf a d an buapng hanan sebagaimana tercantum 

an eraturan Bupati ini. 
Pasal9 

(1) Biaya perjalanan dinas dalam . 
Pejabat Fselon, Pejabat yang di netgenkdan luar negeri bagi Pejabat 
P . N . ise ara an den an p . b ' egawai egerr Sipil serta Peg . T' g CJa at Eselon dan 
sebagai mana dimaksud pada p a~a; idak Tetap dan masyarakat 
komponen biaya sebagai berikut ~sa ayat (2) terdiri atas komponen- 
a. Uang harian 

b. Biaya transportasi 

c. Biaya penginapan 
d. Uang representase 

e. Sewa kendaraan dalam kota; dan/atau 
I. Biaya menjemput/mengantar jenazah. 

  



(4) 

(3) 

(2) 

Pasal 10 

Perjalanan dinas dalam negcri dan luar negeri bagi Pejabat, Pejabat 
Eselon, Pejabat yang disetarakan dengan Pejabat Eselon dan Pegawai 
Negeri Sipil serta Pegawai Tidak Tetap dan masyarakat untuk 
rncngikv ti rapat, seminar, dan sejenisnya dilaksanakan dengan biaya 
perjalanan dinas keluar daerah yang ditanggung oleh panitia 
penyelenggara; 
Da larn ha! biaya perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri untuk 
mc ngik ut.i rapat, seminar dan sejenisnya sebagaimana dimaksud ayat 
( l) tidak ditanggung oleh panitia penyelenggara, bia.y_a perjalanan 
dinas dimuksud dibebankan pada DPA Satuan Kerja Perarigkat 
Dacrah Pclal<sana SPPD; 
Pan itia Pcnyelenggara menyampaikan pemberitahuan rnengenai 
pembebanan biaya perjalanan dinas sebagaima:1a ?imaksud ~ada 
uy nt ( 1) dan ayat (2) dalarn surat/undangan rnengikuti rapat, seminar 
dan sejenisnya; 
Dalam hal perjalanan dinas dalam negeri dan keluar negeri dilakukan 
secara bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan rapat, 

( 1) 

l\t't ua dun Wakil Kctua DPRU) 
ditcmp.u tujuan; c untuk keperluan pelakeanaan tugas 

,8) S~·" .i kcndaruan sebngaimana dirnak 
hw., a untuk pengemudi ba h a n b· k sut_ pada ayat (7) sudah terrnasuk 

• • ' e • ,.\ ar minyak dan pajak; 
1CJ) l31m·u menJcmput/mcngantnr jen h b . 

uvat (I) huruf r melipuu biay /ta . se aga1mana dimaksud pada 
pemctian dan biaya angkutan j~n~zal~gi penjemput/pengantar, biava 

1. I Cl) Bi:1ya pcrjalanan dinas sebag:::iimana dimak 
dibcriknn dengan ketentuan sebagai berikut :sud pada pasal 9 ayat ( I) 

,1. Uung h.irian dibayarkan secara lum d 
t ti. · b · peum. an merupakan batas er ngg1 se agairnana tercantum pada la . X 

I b . mpiran I huruf c yang 
merupa ,an ag1an tak terpisahkan dari Peratu s · · · ~ ran upati 1111· 

b. Biaya transport dalam negeri dan kelu negeri • 
I d ar dibayarkan 
xr asarkan fasilitas transpor sebagaimana tercantum dalam 

Io mpiran XII hu~~f _B yang merupakan bagian tak tcrpisahkan dari 
Pcrat ura n Bupati 1111; 

r . Bi:·:Ya . tra~1sport keluar. ncgeri _dibayarkan sesuai dengan biay ,, riil 
l.JL1?asa1 ka11_ harga t iket dunana negara tuj uan rnelakukan 
perjalanun dinas; 

d. Biaya penginapan dibayarkan se suai dengan biaya riil sebagaimana 
lerc".1ntum pada_ lampiran XI Huruf D yang merupakan bagian tak 
te rpisahkan dari Peraturan Bupali in i; 

c. Unng represcntasi dibayark an secara lumpsum dan merupakan 
b.uas terunggi scbagaimana tercantum pada lampiran XI Huruf E 
.\·nng merupakan bagian tuk terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; 

r. sewa kendaraan dalarn korn dibayarkan sesuai dengan biaya riil 
.\ ang merupakan bagian tak terpisahkan dari Per atur-an Bupati ini; 

g. Biaya pemecian jenazah t.ermaauk yang berhubungan dengan 
pcnguru san jenazah dibayarkan sesuai dengan biaya riil; dan 

h. Biaya angkutan jenazah termaksud yang berhubungan dengan 
pcngurusan jenazah dibayarkan sesuai dengan biaya riil. 

  



Pusal 15 
t l) PerJalanan dinas dilaksanakan berdasarkan Surat Tugas . yang 

diterbitkan oleh pejabat yang berwewenang mengacu 11ebaga1mana 
dalam Jampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati Muna Barat 

(2) Perjalanan dinas dalam daerah: dalam negeri dan luar neaeri 
dilakukan berdasarkan Surat Penntah Perjalanan Dinn (SPPD) dea 

BABIV 
PELAKSANAAN DAN PERTANOGUNGJAWABAN 

Biaya perjalanan 
diber ikan uang 
<lilaksanakan 

(2) Uang rnuka perjalanan tersebut akan diperhitungkan setelah yang 
be rsa ngk ut.a n melaporkan hasil perjalanan dinas. 

(3) Dalam hal perjalanan dinas dalam daerah dan dalam negeri harus 
segera dilaksanakan sernentara biaya perjalanaan dinas belurn 
dibayarkan, maka biaya perjalanan dinas dapat dibayarkan setelah 
perjalanan dinas selesai. 

Pasal 14 
dalam daerah dan dalam negeri daput 
perjalanan sebelum perjalanan dinas 

din as 
rnuka 

(JI 

Pnsal 13 
Pejabat, Pcjabnt £scion, Pcjabnt yang disetarakan dengan Pejabat Eselon 
<Ian Pcgawai Negeri Sipil serta Pegawai Tidak Tetap dilarang menerima 
biaya pcrjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan 
clinas dilakukan dalam waktu y:, n!! snma. 

Pasal 12 
Hiava perjalanan dinas dalarn daerah dan dalam negeri dibebankan pada 
xaruan Kerja Perangkat Oacrah yang menggunakan Perjalanan Dinas 

Pasal 11 

11) Dalnrn raugka penyediaan perjalanan dinas bagi ajudan dan tenaga 
ahh Anggota DPRD y~ng mengikuu perjalanan dinas Pejabat Daerah 
dan Anggota DPRD, _b,aya perjalanan dinasnya diperhitungkan dalam 
belanja perjalanan dinas disetarakan dengan tingkat perjalanan dinas 
eselon Ill. 

12/ Pcrjalanan Dinas ajudan bagi ajudan Bupati dan Wakil Bupati biaya 
penginapan setara dengan penginapan Bupati/ Wakil Bupati 

seminar dan sejenisnya, seluruh pelaksana SPPD dapat menginap 
pada penginapan/hotel yang sarna: 

tS) Dulam. hal bi9:ya penginapan pada hotel/penginapan yang sama 
s:baga,mnna d,~aksud pada ayar (4) lebih tinggi dari pada satuan 
biaya hotcl Zpenglnapan _sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati 
M una Ba rat men!!ena, standar biaya, maka pelaksana l::OPO 
mcnggunakan ras~litas kamar dengan biaya terendah d 
noret/penglnepan dimaksud. pa a 

  



Pasal 18 

( 1) Bia ya uang harian dipertanggungjawabkan sesuai dengan jumlah hari 
yang digunakan untuk mclaksanakan perjalanan dinas; 

(2) Biaya sewa hotel, biaya transport, biaya sewa kendaraan tempat 
rnelaksanakan perjalanan dinas dalam negeri dan luar m geri 
dipertanggungjawabkan sesuai dengan bukti riil; 

(3) Dalam hal melakukan perjalanan dinas dalam negeri dan keluar negeri 
yang tidak menyetor kontribusi kegiatan, maka jumlah hari dalam 
SPPD adalah jumlah hari pelaksanaan kegiatan ditambah dengan 1 
(satu) hari sebelurn dan 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan; 

(4) Dalam hal jurnlah hari perjalanan dinas ternyata melebihi jumlah hari 
yang ditetapkan dalam SPPD, Pejabat yang berwenang dapat 
mempertimbangkan tambahan uang harian dan biaya penginapan 
~epanjang kelebihan tersebut bukan disebabkan kesalahan/kelalaian 
Pejabat/Pegawai Negeri yang bersangkutan; 

(5) Dalarn hal jumlah hari perjalanan dinas ternyata kurang dari jumlah 
hari yang ditetapkan dalam SPPD, maka Pejabat/Pegawai Negeri yang 
bersangkutan wajib menyetorkan kembali kelebihan uang harian den 
biaya pcnginapan yang telah diterimanya. 

Dok u me n perjalanan dinas tcrdiri da ri : 
a. Surat T'uga s 

b. Surat Pcrintah Pcrjalanan Dinas 
c. Laporan Hasil Perjalanan Dinas 

d. Bukti Pembayaran Hotel 

e. B:1kti-?ukti pembayaran (tiket, boarding pass, airport tax retribusi dan 
lam-lam) 

Pasal 17 

negeri 
bagian 

Pasal 16 
( !) Rincian Liaya perjalanan dinas dalam daerah . 

pada lampiran III mengacu sebagaimana 
Peruturan Bupati i~~ng merupakan bagian yang tak terpisahkan dari 

(2) Rincia1: biaya perjalanan dinas dalam negeri dan keluar 
scbagaunana. tercantum pad a Jampiran III yang meru ak 
yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; p an 

keterangan dari Pejabat P b . 
diterbitkan oleh Pejabat b em en Perintah [alan keterangan yang 
1 

. erwewenang me arnpiran II yang merupaka b . ngacu sebagaimana pada 
Peraturan Bupati ini; n agian yang tak terpisahkan dari 

(3) Pcjabat yang berwenang dalam . 
menetapkan tingkat perjalanan dinas :;nene~b1tkan SPPD sekaligus 
huruf a, b, c, d, dan e serta moda t eeuai ketentuan dalam pasal 7 
mclaksanakan perjalanan yan b ransportasi yang digunakan untuk 
kcpentingan serta tujuan perJ·afan earsadi:'gkutan dengan memperhatikan 

n mas tersebut. 

  



Pasal 20 

I) Biava perjulanan dinas dipcrt anggungjawabkan oleh Pejabat, Pejabat 
Eselon, Pejabat yang disetarakan dengan Pejabat Eselon dan Pegawui 
l\"egeri Sipil serta Pcgawai Tidak Te tap, masyarakat yang melakuk.m 
perj.ilanan dinas paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah perjalan.ui 
dmus dilak sunakan; 

·21 Kepala SKPD rnelakukan pcrhitungan SPPD Rampung terhadap 
<eluruh bukti pengeluaran biaya pcrjalanan dinas Pejabat, Pejabat 
Est>lon, Pejnbat yang drsetarakan dengan Pejabat Eselon dan Pegawui 
Negcri Siµil serta Pegawai Tidak Tetap, masyarakat disampaikan 
kepada bendahara pcngeluaran sebagaimana tercantum pada lampiran 
Ill Peraturan Bupati Muna Barat 

(3) Apabila tcrdapat kclebihan pernbayaran, Pejabat, Pejabat .Eselon'. 
Pejubat yang disctarakan dengan Pejabat Eselon dan Pegawai Negen 
Sip1I serta Pegawai Tidak Tetap, masyarakat yang melakukan 
perjalanan dinas rncngcmbalikan kepada Bendahara Pengeluaran; 

(4) Apabila terdapat kekurangan pembayaran, atas persetujuan Kepala 
SKPD, Bendahara Pengeluaran dapat membayar k~kurangan tersebut 
kepada Pejabat, Pejabat Eselon, Pcjabat yang d1seta~an dengan 
Pejabat Eaelon dan Pcgawai Negeri Sipil eerta Pegawai Tadak Tetap, 
masyarakat yang telah mclakukan perjalanan dinas. 

(2) B'.a~.a transport, sewa hotel .dan sewa kendaraan di kota ditempat 
petJdlanan din as dalam negcri dan keluar negeri bagi Peiab I p · bs 
8 I P . b di J a ' eja <Lt se on, eJ,~ :=tt yang 1sctarakan dengan Pejabat Eselon dan Pegawai 
\!.eg,·n ::i1pd serta Pegawai Tidak Tetap, masyarakar 
dipertanggungjawabkan sesuai biaya riil yang dikeluarkan 
berdasarkan bukti pengeluaran yang sah; 

13) Dalam hal melaksanakan perjalanan dinas dalarn negeri dan keluar 
negeri pengeluaran biaya transport dan sewa kendaraan tempat 
perja lauau dinas tidak dapar dibuktikan pembayaran (tiket, airport 
rnx, retribusi dan lain-lain), maka Pejabat, Pejabat Eselon, Pejabat 
yanu disetarakan dengan Pejabai Eselon dan Pegawai Negeri Sipii sert a 
Pegawai Tidak Tetap. masvarakat dapat membuat daftar pengeluaran 
riil yang disetujui oleh Kepala SKPD bersangkutan, dengan pernyataan 
tanggung jawab se pe mrhriva aias pengeluaran, sebagai pengganti 
bukti pengeluaran dimaksud sesuai format sebagairnana tercantum 
pada Iampiran IV Peraturan Bupati Muna Barat 

4) Kcp.rla SI<PD ber sangkutan merulai kesesuaian dan kewcjaran atas 
biny a-biayu yang tercantum dalarn daftar pengeluaran riil. 

Pasal 19 
11) Bia~a tra~1sport perjalanan dinas dalarn dacrah Kabupatcn Muna 

Ba_r.,t bagi Pejabat, PeJabat _Eselon, Pejabat yang disetarakan dengan 
PeJ~bat. E.selor~ dan Pegaw~r Negeri Sipil serta Pegawai Tidak Tetap, 
mnsvarukat drpcrtanggungiawabkan secara lumpsum , · · · bi · yang memuat d<1!1,1r rmcran iaya perjalannn dinas dalam daerah: 

' 

  



Diundangkan di Laworo 
Pad a Tanggal 21 :Jar,UQri 20 I 7 

2017 

Agar sctiap orang mcngctahuinya, mcmcrintahkan pcngundanpn 
Peraturan ini dcngan pencmpatannya dalam Bcrita Dacrah Kabupaten 
Muna Barat. 

Pua121 
p.n berlakunya Peraturan Bupati Muna Sant. 

anan dinas ~ib untuk dipedomani daJ•m ~J•lrNnetmt\t,I 
Pasal 22 

Peraturan Bupati Muna Barat mulai bcrlaku pada taaa-J diundangken 

  



500000 

700000 • Tiket Kapa! Laut Rahe - Kendui 

• Sewa Kendarean dMi Keduduun • Pelabuben 
Rahe 

Uralaa Blaya Trauport (Peql·Pnlutll 

8. Satuan Blaya Transport Perjalanan Dbau Laar Daerala Dehm PrvTIDal 
Sulaweai Tenggara Pergi · Pulang (Lump-I 

,o Kecamatan Kn. 

t1 
Dari lbukota Kabupaten ,. ke lbukote 
Kecamatan 

1 Laworo - Saweri adi 100.000 80.000 50.000 
2 Laworo - Barangka 110.000 100.000 75.000 
3 Laworo - Tikep 110.000 100.000 75.000 
4 Laworo - Lawa 130 000 100.000 75.000 
5 Laworo - WadJga 130.000 100.000 75.000 
6 Laworo - Kusambi 120.000 100.000 75.000 
7 Laworo - Tiworo Tengah 150.000 120.000 100.000 
8 Laworo - Tiworo Selatan 150.000 100.000 75.000 
9 Laworo - Napano Kusambi 130.000 100.000 75.000 

Laworo - Magmti 300.000 250.000 220.000 
Laworo -Ti\voro Utara 300.000 250.000 220.000 ----- 

fJ.umpauml 

ffAJIDAR MTUM PSIPJAJ-IIWI D111M 
T.AJIUK AIICIGAltAN 3017 

TUAN BIAVA TRA118PORT PBRJALARAII DIR.All 

Traaeport Perjlll•a•a DIDU n.Jam ...._,._.. •w llaat 

IID!fMNJ P.ltl$1] L\N .8UPA'ft MUM 8AM'r 
NOlioR 151 TAHUN 2017 
1'ENTANo , PERJALANAN D1NA8 8MH PltJAMT 

PEOAWAJ NlllOBRJ SD'IL DAN PBOAWM 
TETAP KEBUPATEN MUNA BARATTANC 

 


